SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR193TAHUN 2024
TENTANG

SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Menimbang

Mengingat

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal
sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama
dan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah,
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

. bahwa dalam rangka menyelenggarakan aksi pencegahan

korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menerapkan Fraud Control Plan (FCP) yang memuat strategi
pengendalian kecurangan dan diperlukan untuk mencegah,
mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan
secara efektif yang pelaksanaanya dapat berjalan dengan

optimal dengan pembentukan Satuan Tugas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Kota Pagar Alam Tahun 2024,

.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

S. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2023 Nomor 10);

7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi

yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan sesuai
dengan perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan

satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu
melalui koordinasi.

KEEMPAT Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat
yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pagar Alam.
KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen

Perencanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 4uni 9094
Pj. WALI KOTA PAGAR ALY,

ttd.

LUSGVTA YUDHA KURNIA
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Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 9% Tahun 2024
Tentang : Satuan Tugas Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Kota
Pagar Alam
Tanggal : 20 jom 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

Penanggung Jawab
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

Anggota

: Wali Kota Pagar Alam.
: Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
: Inspektur Kota Pagar Alam.

: Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam.
: L.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Pagar Alam;

2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;

.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;

.Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;

.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pagar

Alam;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAW,

ttd.

LUSAYTI\YUDHA KURNIA



RENCANA AKS| PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

LampIRAN |

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: |

TAHUN 9024

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
DAN TIM TINDAK LANJUT PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA

PAGAR ALAM TAHUN 2024

TANGGAL © 20 Juwi 2024

No

Area Intervensi /
Indlkator / Sub Indlkator

Nilal

Dokumen/Evidence

Dokumen

Bobot
(Pedum
2024)

Target

Pedum
2024

(input Jaga.id)

Komitmen
Penyelesalan

Penjab
SKPD / Baglan

Bobot

%

%
€

April

Juni | Sept | Des
S 10 11

12

Keterangan

4

S

13.00

100%

I. |PERENCANAAN

1L

Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

100%

100%

8. Pembinaan atas Dokumen RKPD

50%

50%

100%

100%

lan program dan keg
lakukan setiap tahun.

1. Laporan Hasil Reviu RKPD cleh Inspektorat yang mereviu tentang
(Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD di

Inspektorat

2. Surat hasil fasifitasi RKPD Tahun 2025 Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitas| RKPD Tahun 2025
Xabugpaten/ Kota cleh Provinsi.

3. Surat tindai lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Dirjen Bangda atau Provinsl.

4. Barita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPQ Tahun 2025.

Inspektorat

S. Dokurmen rincian RKPD 2025 dari SIPD RI.
Rinclan RXPD dimaksud memuat sub kegiatan, sumber dana, lokasl pelaksanaan kegiatan, rincian lokasi,

Bappeda

waktu pelaksanaan, anggaran sub kegiatan yang dibuktikan dengan scr hoot SIPDRI.

Catatan:
Reviu dilakukan stas dokumen RKPD 2025.

b, Pokok Pikiran

50%

50%

100%

100%

30%

30%

Input Pokir
1. Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PA/KPA), dan

penyedia.

Bappeds

2. Dokumen hasil Input Pokok Pikiran (Pokir) dalam S$iPD.

20%

3. Hasil validasl/ status Pokir di dalam SIPD.
darl Banggar DPRO kepada Kepala Daerah melalul TAPD.

4. Dok pokir yang

Bappeds

|Catatan:

> Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilak L L 1 1 minggu sebel bang RKPD
| dilaksanakan (Pasal 178 Permendagri 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah).

> Dasar hukum: Tata Tertib Khusus PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, Pasal 54

huruf (a).




Nilal

Bobot [_Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesalan Penjab
No Area Intervensl / (Pedum Pedum Dokumen Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2020) Target 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan
Bobot % % April| Juni |Sept| Des

Catatan:
> Penyampalan dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum
Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 Permendagrl 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendallan dan Evaluasl Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas| Rancangan Peraturan Daerah),
> Dasar hukum: Tata Tertlb Khusus PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertlb DPR,
Pasal 54 huruf (a),
Pengawasan Pelaksanaan Pokir Bappeda

50% 0% Laporan peng; n atas pelaksanaan pokok pikiran oleh OPD Teknls pelaksana pokok plkiran, PP
Catatan:
> Pengawasan dilakukan untuk memastlkan kesesualan perencanaan dan realisasl pelaksanaan
pokir,
> Laporan disusun oleh masing-masing OPD Teknls pelaksana pokok pikiran Yang menggambarkan
hasll pengawasan pokir yang dilaksanakan tahun 2024 mencakup:
1. Data pokok pikiran,
2, Reallsas| keuangan dan fislk.
3. Penerima manfaat pokir.
4. Lokasl,
5. Dokumentasi has|| pengawasan,

Il. |PENGANGGARAN 13 1040 | 80%
1. [Pencegahan Mark Up Anggaran 25% 13% 50%
a. Standar Harga Satuan (SHs) 50% 30% 60% | 100%

Penetapan SHS

10% 10% (1. 5K Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025,

20% 20% 2, Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan
dalam perencanaan APBD Tahun 2025.
3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapl dengan dokumen data dukung berupa kertas
kerja penetapan harga yang minimal disedlakan oleh 3 penyedia Jasa yang dapat dlakses melaly| e~
katalog lokal, BKD

15% | 40%
Catatan:
Penyedla Jasa dipastikan Yang sudah mendapatkan approval oleh supplier (Perpres 12/2021 PBJ).
Implementas SHS

15% | 30% [Hasil penginputan SHs d aplikasl SIPD RI (hasll unduh dokumen darl SIPD Riidalam bentuk pdf) yang
menunjukkan bahwa seluruh SHS telah dilnput dalam sIPD RITA 2025,




Nilal
Bobot Dokumen/Evidence
N Area Intervensl / hedure Podum Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Indikator / Sub Indikator 2020) Target 2024 (Input Jaga.ld) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April] Juni |Sept| Des
b. Analisis Standar Blaya (ASB) 50% 20% 40% | 100%
Penetapan ASB
Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (Fislk dan Non Fislk) yang digunakan dalam BKD
parencanaan APBD Tahun 2025.
10% 30% [Catatan:
1. ASB untuk keglatan non fislk, misalnya standar blaya penyelenggaraan rapat,
workshop/pelatihan, dll.
2. ASB untuk keglatan fisik, misalnya standar pembangunan Jalan, gedung, dst.
Dokumen yang disampalkan adalah penllalan dilakukan atas penyusunan ASB dalam perencanaan
RAPBD Tehun 2025.
Kelengkapan ASB
1. Dokumen yang menunjukkan ketersedlaan ASB fislk dan non fisik.
10% 20% |2. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasl antar OPD dalam penyusunan ASB.
3. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasl dan/ atau utilisas| data/pedoman Instansl BPKD
vertikal dalam penyusunan ASB.
10% 10% Implementasl ASB
Screenshot menu dan hasll Input ASB dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI).
Reviu APIP
" Dokumen hasll reviu APIP yang mencakup Implementas| ASB, dan kelengkapan ASB (berapa
10% 40% keglatan PBI fislk dan non fislk yang tersedla ASB dibandingkan seluruh keglatan PBJ pemda yang Inspektorat
seharusnya menggunakan ASB).
2. [Penetapan APBD 25% 25% 100%
a. KUA dan PPAS 34% 34% 100% | 100%
1. Dokumen Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 darl Kepala Daerah kepada DPRD.
50% 50% 2. Dokumentasl Penandatanganan Pakta Integritas.
3, Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS yang ditandatanganl oleh Kepala BKD
Daerah dan DPRD.
50% 50% [4. Dokumen kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025.
b. Reviu RKA 33% 33% 100% | 100%
Screenshot hasll reviu RKA 2025 dalam sistem SIPD RI.
Catatan:
100% | 100% | Reviu RKA dilakukan oleh APIP. Inspektorat
> Minimal screenshot RKA 10 sub kegiatan darl 5 SKPD/ OPD dengan pagu alokasl anggaran
terbesar (diambil darl SIPD RI).
> Buktl cetakan RKA diberlkan buktl tanda bahwa dicetak melalul SIPD RI.
c. Penyerahan RAPBD dan E% 23% o |5doons
Penetapan APBD




Area Intervens| /
Indikator / Sub Indikator

Bobot
(Pedum
2024)

Nilal
Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesaian —
Pedum Dokumen -
Target 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian Keteranga
Bobot % % Aprll| Juni Seﬂtl Des

Penyerahan RAPBD ]

30% 30% |Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari |
sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2024. | JI

0

Persetujuan APBD |

0% 20% Dokumen Persetujuan RAPBD 2025 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepaia Daerah x
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP BiD
12/2019) atau tanggal 1 Desember 2024).
Penetapan APBD | j ' i |
1. Dokumen matrik tindak lanjut hasil evaluasi yang dituangkan dalam keputusan Pimginan DPRD. | | | i

40% 40% !
2. Surat pengajuan permintaan nomor register ke Biro Hukum Kemendagri atau ke Biro hukum [ | | |
Provinsi untuk Kabupaten/ Kota, | | | i

Page 4 of 29




12708 perencanaan, matk-up, tidak sesual kebutuhan, anggaran ficf

Nilai
Bokumen/Evidence
Bobot
Area Intervensi / (Pedum Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab
Indikator / Sub Indikator ';m” & Target vy (Input Jaga.id) SKPD / Bagian atarangan
Bobot % % April] Juni | Sept| Des
3. [Transparasi APBD | 2% 2% | z00m
| & Abliasi APBD 100% | 100% | 100% | o0% |
|
|
{ [ { }Z. Screenshor publikasi APBD sesua: tahun beralan dalam website Pemda dan penjelasan sejak
| E 1’ ] "EEe! Derana pub kaw APED o laksarakan
| s
‘ H { | 100% ; 1008 <oLmEwelste pld cas APBD Tatun 2024 sebagal bahan konfirmasi BXD
{ ! |
; | : : | |Catatan:
|
{ | | { i 1P as APBD Tahun 2024 mencakup Perda APED Tahun 2024 dan Ringkasan APBD Tahum 2024
| i | ' 1
4 Pengenca'an dan Pengawasan |o% | s | ovow |
|3 Bartuan Pemenntan | so% | e s | 100w |
{ | | Penilaian
| { f ! Peiaksanasn Evaluasi
| | —_—
H i { 10 % | ? a0070 mas Eva Lasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Soslal. (program,
| - -
! se~er—a zamra)
! b osom |2 ox | Feriaca 1ata cava pembenan keuangan bersumber dari APBD tanun terakhir (setelah terbit PP
| | [ 7 | 7 liares i
i 0% | wm I° Coeomen/ azoran formuian permtungan bantuan kevangan bersumber dari APBD tahun
i UL T cekeraan
‘ 0% o Sceumen hasi perombangan TAPD terhadas pemberan alokasi hibah bansos bersumber dari
| T LT A280 armue perkenaan
I | 1% > Documen Perraca hoah bansos yarg terachir (terdit seteiah Permendagri 77/2020)
| o 5% Evaiuasl Reaiisasi
Bantuan Keuangan 2xD
! > Cata recactias penga Lan Bartuan Keuangan
! |» Coeumen cerercanasn dar Proving dalam memberkan bantuan keuangan provinsi kepada
i |caz caten/ kot [tk proving ) -
| i B
{ | > Cowumen =as Eva Lasi atas Pemenyhan Bartuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa
| ; |Carefcarann mark-up, Y dac sesca rebutuhan, anggaran fierif
| { |» Doeumen tata cars semoeran Santuan keuangan
]
| | { | |> Dokumen formuias sarmtungar pemberan Bantuan Kevangan BKD
| i [ | !
! ! |>Cata reaisas 207t an CoLangan
‘ i 1> Masi audim AZ1P BRK, BPXP atas Bartuan KeLargan Inspektorat
[ | ‘ ! |Mibah dan/ atau Bantuan Sosial
i ! | i» Paxta integ-rias/ Deklaras: tdak Bca benturan kepentingan antara legisiatif, 0PD pelaksana Bappeda
i
| | | | ! | [PA/KPA), dam peryedia
| |
; | i > Data Penga;Lan Hibak dan/ atau Bartuan Sosal
! | : > Doxurmen Has: Evaiuas: 8%as pemenuhan Mibah dan/ atau Bantuan Sosis! vang mencegsh proyek B "
! | |
| } |
I | l

i_w Dokumen hasi peruimbargan TAPD terhadan pemberian alokasi hibah bansos.
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No

Area Intervensl /
Indikator / Sub Indikator

Bobot
(Pedum
2024)

Nilal

Dokumen/EvldePn;eum Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Target 2024 (Input Jaga.ld) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April{ Juni | Sept| Des
> Dokumen Perkada tentang hibah bansos. BKD
BKD

> Data reallsasl Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.

> Rinclan penerlma hibah dan/ atau bantuan soslal.

BKD (mengkoordinir)

> Dana sesual dengan tugas dan fungsi OPD.

Bappeda

> Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui.

Bappeda (mengkoordinir)

> Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.

Inspektorat
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Nila

Bobot Dokumen/Evidence
No Area intervensi / (Pedum Pedum Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab
Indikator / Sub Indikator 2020 | " |20 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian -
Bobot % % April| Juni | Sept| Des
. H rium
t. Honorarium dan Perjalanan % 5% % 400%
Dings

Audit APIP
> Rerapitulasi anggaran cdan realisasi perjalanan dinas pada masing-masing OPD.
> Rekaptulasi anggaran dan rea'sasi honoratium pada masing-masing OPC.

" 2% > Laporan Hasi Aucit APIP tertacap pelaksanasn perjalsnan dinas pada 3 OPD dengan anggaran Inspektorat
perjalanan dines tertnggl

10% 2% > Laporan kasi Aucit ATTP termacen realsas honoratium paca 3 OPD dengan anggaran honorarium
terunggl.
Findiak Lonjut Audic AP Inspektorat dan 3 SKPD

25% % > Tindae Lanyat atas Hasi Auct APIP terradep pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan (Men Hasll Audit)
ATELATEN DENAATAN T ) tertmgr o

o = P Tingan Lamut ats =ani Aus® APIP ternadap realisasi honcrarium pada 3 OPD dengan anggaran Inspektorat (Menunggu
POf0raTL tert g Hasil Audit)

Hit, |PENGADAAN BARANG DAN JASA 13 11.70 | 90%
1. |Pelaksanaan Pengadaan 4% 4% %
a. Reviu dan Konsclidasi Pengadaan % N - —

Reviy Perencanaan Pengadaan

0% % 1L Notuems razat yarg Sovmnie Sekca Calam rangha Delakianesn reviu dan konsoldasi PA).
1. Dowurman mazl reve, PR ten 2214 yang dlaanaan cieh UKPEL atau PA atay PPK. Bag PR)

us | osew [SresPuel
- Domas Koo gtam
-Cimas Perdlaan
Konsclidat Pengacdasm
1 Douumen yang merm e 1o 8% Catan 15 2 Sengadaan can menghailan caftar

) Drovel Strategs Fev s

e il Oimas PUPR
- Dinaz Keseranan Bag P8I
- Cimas Pencid aan

20% % 1. Dokumen yang menruriuaian tean olstLian koo idey pergadaen tertama pade pelaianan

: = PRI rutn, maaitye AT alet tederutan, @it

Paga T 3




Bobot | Dokumen/Evidence
< Area Intervensl / (Pedum v Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian Keterangan
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
b. Transparansi dan TKDN 50% 30% 60% | 100%
o —_ SIRUP
1. Dokumen yang menunjukkan kepatuhan input SIRUP per 31 Maret 2024. ——
ag
2. Dokumen yang menunjukkan Pemda telah melaksanakan updating/ revisi SIRUP dan perubahan
10% 15% ey
posisi SIRUP setelah revisi.
e-Purchasing
5% 15% |1. Dokumen yang menunjukkan 40% nilai anggaran belanja barang/ jasa untuk menggunakan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri (per 31 Desember
5% 15% 2. Dokumen yang menunjukkan realisasi nilai transaksi 30% dari total nilai belanja pengadaan (per Bag PBJ
31 Desember 2024).
5% 10% (3. Pakta Integritas PBJ melalui e-purchasing pada 10 PBJ melalul e-purchasing tertinggi.
Tingkat Komponen Dalam Negeri
1. 10 Kontrak/ SPK PBJ yang menunjukkan bahwa barang telah memenuhi penggunaan dengan
30% 30% komponen TKDN. Kontrak didukung dengan Sertifikat TKDN Kemenperin untuk memastikan Bag PBJ (mengkoordinir)
Pemenuhan TKDN. Diutamakan pada Pengadaan Alkes dan Elektronik.
2. Laporan hasil reviu APIP terhadap pemenuhan TKDN pada 10 Kontrak PBJ (poin1). Inspektorat
2. |Pengendalian PB) Strategis 33% 33% 100%
a. Reviu HPS 34% 34% | 100% | 100%
1. Laporan hasil reviu HPS yang dilaksanakan oleh APIP pada 5 kegiatan PB) Strategis Infrastruktur
0% 0% Pemda. I k dan Bag PBJ
3
2. Rekapitulasi Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. = = &
3. Laporan Tindak Lanjut OPD terhadap Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis SKPD PBJ Strategls
Pemda. (Menuggu Hasil Reviu)
50% 50% )
4. % tindak lanjut OPD terhadap Catatan Hasll Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategls Inspektorat dan SKPD PBJ
Infrastruktur Pemda. Strategis
b. Lelang Dinl 33% 33% 100% | 100%
1. Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan lelang dini pada 5 keglatan PBJ Strategis
Infrastruktur Pemda tahun 2025.
100% 100% Bag PBJ
2. Rekapitulasi keglatan PBJ tahun 2025 yang telah dilaksanakan lelang dinl pada tahun 2024.
c. Kepatuhan PBJ Strategis 33% 33% 100% | 100%
10% 10% Penetapan Proyek Strategis
1. 5K Kepala Daerah tentang PBJ Strategis Infrastruktur Tahun 2024. Bag PBJ
10% 20% |2. Pakta Integritas Konsultan Pengawas Pekerjaan pada 5 proyek strategls Infrastruktur Pemda.
20% 20% (3. Reviu kontrak proyek strategls oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja). Bag PBJ (mengkoordinir)
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Nilai

Bobot [ Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesaian Penjab
Area Intervens! / Ped Dokumen
No (Pedum Target o SKPD / Baglan Keterangan
Indikator / Sub Indlkator 2024) 2024 (Input Jaga.id)
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
Reallsasl Pekerjaan Bag PBJ, dan OPD Pemliik
1. Laporan pemeriksaan pekerjaan periodik oleh PPK, Paket Strategls
30% 30%
2. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja). Bag PBJ (mengkoordinir)
Serah Terima (PHO)
Rekapitulasi progress pekerjaan dan serah terima dibandingkan jadwal sesuai kontrak untuk 5 SKPD PBJ Strategis
20% 30% |Provekinfrastruktur strategls dengan nilai anggaran tertingg| (Daftar proyek strategis lengkap dan
dengan tanggal kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, progress pelaksanaan, tanggal Inspektorat
berakhirnya kontrak, progres saat berakhirnya kontrak yang disahkan oleh konsultan pengawas).
D
3. |Independens| UKPBJ 33% 33% 100%
a. TPP UKPBJ 100% | 100% | 100% | 100%
1. 5K penetapan TPP UKPBJ.
50% 50%
2. Daftar ASN dalam UKPBI yang menerima TPP Bag PBJ
S0% 50% |3. Dokumen yang menunjukkan bukti pembayaran TPP Kepada Pegawal UKPB) (ASN).
IV. |PELAYANAN PUBLIK 13 11.70 | 90%
1. [Kebljakan Layanan 25% 18% 70%
a. Transparans| Tata Ruang 50% 20% a0% 100%
Untuk Kab/Kota berupa: Dinas PUPR
40% 100% |a. Perkada RDTR
b. Data Jumlah RDTR Sesuai RTRW.
b. Prosedur Pelaksanaan 50% 50% 100% | 100%
125% | 12.5% |Prosedur Layanan Pendidikan
1. SCP PPDB Disdik
12.5% | 12.5% [2. SOP Mutasi Siswa
|Catatan:
> Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SD dan SMP.
Prosedur Layanan Kesehatan
SOP Layanan Kesehatan baik Puskesmas maupun RSUD yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
pungli/ penyuaspan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan.
25% 25% |® SOP Layanan Kesehatan RSUD RSUD
b. SOP Layanan Kesehatan Puskesmas Dinkes
Catatan:
> Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan Puskesmas dan RS yang dikelola kabupaten/ kota.
125% | 12.5% [SOP Layanan Kependudukan Disdukcapil
a. Pengurusan KTP
125% | 125% 'b. Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian Disdukcapit
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Nilal
Dokumen/Evidence
Area Intervensi / (:::::n e Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Indikator / Sub Indikator 2020 | 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
SOP Sektor Perlzinan
1. Laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknls yang disusun oleh DPMPTSP,
menggambarkan proses pemberian rekomendasi teknls yang menjadi kewenangan Pemda selama
25% 25%  |tahun 2024, dilaksanakan oleh OPD teknis, mencakup: DPMPTSP
> Hasil rekomendasi Teknis
> Jumlah Izin yang dikeluarkan
> Kendala dan Hambatan
Standar Layanan 25% 25% 100%
a. Standar Pelayanan 50% 50% 100% | 100%
Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perlzinan, dan Kependudukan
1. Dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada Standar Pelayanan pada sektor kesehatan,
perizinan, dan kependudukan.
2. Rekapitulasi layanan publik yang sudah memiliki Standar Pelayanan dan layanan publik
S0% %% seluruhnya.
3 a. Standar Pelayanan RSUD RSUD
b. Standar Pelayanan PUSKESMAS Dinkes
¢. Standar Pelayanan Disdukcapil Disdukcaplil
d. Standar Pelayanan DPMPTSP DPMPTSP
2. Substans| Standar Pelayanan Disdukcapil, RSUD,
10% RO%: a. Persyaratan Dinskes dan DPMPTSP
Disdukcapil, RSUD,
10% 10% |b. Jangka waktu pemrosesan Dinskes dan DPMPTSP
Disdukcapil, RSUD,
10% | 10% [c.Biaya Dinskes dan DPMPTSP
Disdukcapll, RSUD,
10%: [ 1 1]8. Alur Proses Dinskes dan DPMPTSP
e. Informasi Tracking System Disdukcapll, RSUD,
1% | 0% Dinskes dan DPMPTSP
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Bobot Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesalan Penjab
No Area Intervens| / (Pedum oy Pedum Dokumenl # SKPD / Baglan Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2024) arge! 2024 (Input Jaga.ld)
Juni | Sept
Bobot % % April| Ju P!
b. Survei Kepuasan Masyarakat 50% 50% | 100% | 100%
1. Kuesioner Survel Kepuasan Masyarakat dengan memasukkan parameter:
a. Persyaratan
b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
c. Waktu Penyelesalan
d. Blaya/Tarlf
e. Produk Layanan
f. Penanganan Pengaduan
g. Kompetensi Pelaksana
h. Perilaku Pelaksana
|. Sarana dan Prasarana
]. Transparansi Pelayanan
k. Integritas Petugas Pelayanan
Catatan:
SKM dilaksanakan sesual Peraturan Menterl PANRB No. 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur SKM dan
menambahkan unsur Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan Laporan Hasil
Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam SKM dl atas 75 % pada masing - masing layanan: Disdik
a. Pendidikan pada Disdik
b. Standar Pelayanan RSUD RSUD
20% 20%
c. Standar Pelayanan PUSKESMAS Dinkes
d. Standar Pelayanan Disdukcapil Disdukcapil
e. Standar Pelayanan DPMPTSP DPMPTSP
Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 11 unsur pada:
a. Layanan Pendidikan Disdlk
b. Standar Pel
0% e andar Pelayanan RSUD RSUD
c. Standar Pelayanan PUSKESMAS Dinkes
d. Standar Pelayanan Disdukcapil Disdukcapil
e. Standar Pelayanan DPMPTSP DPMPTSP
e o 2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasl| Survey Kepuasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Disdukcapll, RSUD,
Rekomendasi. Dinskes dan DPMPTSP
. |Kemudahan Layanan Publik 25% 25% 100%
a. Aplikasi perizinan online 34% 34% 100% | 100%
Data jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda, yang dilayani secara online selama 1
tahun.
loox | ‘100% DPMPTSP
Catatan:
Perizinan yang dimaksud adalah perlzinan yang menjadi kewenangan Pemda dan proses
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Bobot | Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesalan Penjab
No Aeeaiareendty (Pedum Pedum Dokumen SKPD / Bag Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2028 (Input Jaga.id) / Baglan
Bobot % % April( Juni |Sept| Des
b. Media Publikasi 33% 33% 100% | 100%
Media Publikasi Layanan Publik Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan:
1. Foto/ softcopy media publikasi offline , seperti brosure, pamflet, leaflet, dlil
Sektor Perizinan
- o Sektor Pendidikan
Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)
Sektor Kependudukan
2. Screenshot media publikasi online, website layanan publik, aplikasi layanan publik.
Sektor Perizinan DPMPTSP
Sektor Pendidikan (mengk
Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)
Sektor Kependudukan
60% 60%
3. Link website media publikasi online
Sektor Perizinan
Sektor Pendidikan
Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)
Sektor Kependudukan
¢. Forum Kemunikasl Masyarakat 33% 33% 100% | 100%
40% 40% |1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat
20% 20% |2. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat DPMPTSP
40% 40% |3. Rekapitulasi Permasalahan Layanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui FKM.
4. |Pengendalian dan pengawasan 25% 23% 90%
a. Pengawasan Layanan Publik 25% 25% 100% | 100%
2% 5% |Pengawasan Perizinan dan Non Perlzinan
1. Dokumen perencanaan pengawasan yang disusun DPMPTSP. DPMPTSP
25% 25% |2. Laporan hasil pengawasan yang disusun DPMPTSP,
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Nilal

Dokumen/Evidence
e Area Intervens! / (:::::‘ —— Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Indikator / Sub Indikator 2024) - 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
Pengawasan Tata Kelola Pendidikan
12.5% | 12.5% |1, Laporan Pemantauan dan Evaluasl Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dledt
12.5% | 12.5% |2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
12.5% | 12.5% |3.Laporan Reviu APIP tentang Pengelolaan Dana BOS. Inspektorat
125% | 12.5% (4. Tindak lanjut hasll reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APIP Disdik
b. Layanan Publik Berintegritas 5% 25% 100% | 100%
30.0% 30% |[1.Rekapitulasl Permasalahan dan Rencana Aksi Perbaikan Layanan Publik.
30.0% 30% |2.Laporan Tindak Lanjut Perbalkan Layanan Publik. DPMPTSP
40.0% 40% (3. Rekapitulasl capalan pelaksanaan Rencana Aks| Layanan Publik Berintegritas
¢. Tindak Lanjut Pengaduan 25% 25% 100% | 100%
1. Rekapltulasi Pengaduan Layanan Publik pada sektor:
> Perizinan DPMPTSP
> Pendidikan Disdlk
> Kependudukan Disdukcapil
> Kesehatan Dinkes dan RSUD
100% 200% 2. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada:
> Perizinan DPMPTSP
> Pendidikan Disdik
> Kependudukan Disdukcapil
> Kesehatan Dinkes dan RSUD
d. Tindak Lanjut Reviu APIP 25% 15% 60% 100%
1. Laporan Revlu APIP terkalt dengan Layanan Publik
(Perlzinan/Pendidikan/Kependudukan/Kesehatan) Inspektorat
60% 200N 2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu APIP Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan yang
disusun DPMPTSP. DPMPTSe
V. |PENGAWASAN APIP 12 11.98 | 100%
1. |Kapasitas APIP 25% 25% 100%
a. Kecukupan Kuantitas dan
4% 34% 100% 100%
Kompetensi SODM
1. Surat Rekomendasi darl Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD.
50% 50% Inspektorat
2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin).
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Nilai

Bobot |_Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesaian Penjab
Area Intervensl / (Pedum Pedum Dokumen Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan

Bobot % % Aprll| Juni |Sept| Des

3. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan
(Workshop, Seminar, Webinar dan Bimtek).

4. Rekapitulasi kewajlban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh
setiap SDM pengawas (IFA, PPUPD, atau CPNS/ staf). Inspektorat

50% 50%

5. Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas.

b. Kecukupan Anggaran 33% 33% 100% | 100%

1. Dokumen anggaran APIP.

>Telah dianggarkan untuk pemenuhan sarana & prasarana.
35% 35%

2. Dokumen alokas| anggaran Tambahan Penghasilan Pegawal (TPP) sesual dengan Permendagri
15/2023.

3. Dokumen alokasi pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk setiap SDM APIP
(JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional).

15% o >Telah dianggarkan untuk pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk setiap SODM APIP I Ktorat
(JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional) mencapai target diklat minimum selama 120 Jam. nspe
15% 15% |>Telah dianggarkan untuk pemenuhan sarana & prasarana

4. Dokumen alokasi anggaran TPP Inspektorat Daerah
35% 35% |>Alokasi anggaran ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, )
> Terdapat implementasi atas SK Kepala Daerah tersebut. o

>Keduanya tersebut di atas terpenuhl

c. Level Kapabilitas APIP 33% 33% 100% | 100%

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir

2, Hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPKP

100% 100% Inspektorat
Jika hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2024 sudah dikeluarkan oleh BPKP, maka yang
digunakan adalah hasll penilaian tahun 2024 oleh BPKP
2. |Penguatan Kelembagaan 25% 25% 100%
a. Pengisian Jabatan Inspektur 50% 50% 100% | 100%
dan/atau Inspektur Pembantu
(irban) 1. Pengisian Jabatan Inspektur dan Irban:
5.0% 5% |>Dokumentasi hasil konsultasi tertulls oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait
dengan pemberhentian atau mutas! Inspektur dan Irban
10.0% 10% > Kepatuhan atas mekanisme konsultas| pembentukan panitia seleksl jabatan Inspektur daerah Inspektorat
sesual SE 800 poin 4 atau perubahannya.

> Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi Inspektur daerah dan/atau Inspektur

|pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin
6 untuk kabupaten/kota.

10.0% 10%

Page 14 of 29




Nilal
Dokumen/Evidence
Bobo!
i Area Intervensl / (P::u;‘ e Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2024 (Input Jaga.ld) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
5.0% 5% |>SKKepala Daerah tentang penetapan panitla seleksl pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban
5.0% % > Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur atau untuk pengisian Jabatan
: Irban harus memverifikasl adanya surat rekomendasl darl Gubernur atau Menterl Dalam Negerl

2.5% 25% | Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagr terkalt hasll pengisian Jabatan Inspektur
dan/atau Irban Inspektorat

2.5% 2.5% |> Surat Gubernur/ Mendagri menindak- lanjutl surat Kada

5.0% 5% |>SK Inspektur dan Irban

5.0% 5% [> Sertiflkat CGCAE untuk Inspektur
2. Irban yang Melaksanakan PUTT

5.0% 5% |>Perkada terkait organisasl tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang
tugas/fungsi Inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT.

10.0% 10% |> Laporan pengisian jabatan Irban khusus
> Laporan Inspektur Provins| tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Kab/Kota dan
Laporan Irjen Kemendagr! tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Provinsi: Inspektorat
> Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten atau Kota menyuratl Irjen/Inspektur Provinsi untuk

35% 35% |melakukan reviu terutama untuk menilal kecukupan SOM dan anggaran Irban khusus untuk
melaksanakan tugasnya
> Irjen/Inspektur Provinsl melaksanakan reviu dan menyampalkan hasil reviunya kepada
Gubernur/Bupati atau Walikota,

b. Pengawasan Dugaan 0% 0% 100% | 100%
Penylmpangan

Pelak PUTT atas dug PWKKND
> Rekapitulasl Informasl terkalt potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang

15% 15% |bersumber dari: pengaduan yang berkadar pengawasan atau pelimpahan darl APIP Kementerlan
atau APIP provinsl (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penugasan darl
Kepala Daerah.
> Rekap hasll telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang beris Inspektorat

10% | 10% (Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT.
> Rekap Laporan PUTT yang diselesalkan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan

15% 15% |PUTT (setlap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasl PWKKND).
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A " Bobot Dokumen/Evidence
rea Intervens| Komitmen Penyelesalan
Indikator / Sub Indikator (Pedum Target Paduny Dokumen ; Penjab
2024) 2024 (Input Jaga.ld) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot | % % April| Juni |Sept| Des

Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen

20% 0% |° Laporan yang disampalkan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh
Inspektur Provins! kepada Irjen Kemendagri terkalt dengan Indikas| PWKKND (dihitung proporsional
berdasarkan jumlah laporan sebagaimana disebutkan dalam poln Rekap Laporan PUTT di atas).
> Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjlan Kerja Sama antara Irjen
Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP.

5% 5% |>Surat penyampalan permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen Inspektorat
> Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasl dan Supervisi sesual masing-masing wilayah per

10% 10% |semester yang berisl Informasi perkembangan pelaksanaan supervisl oleh BPKP Perwakilan
> Laporan per 8 Desember 2024 dari Inspektur kepada Direktur Koordinas! dan Supervisi sesual

10% 10% |masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjlan Kerja Sama atau Nota Kesepakatan pada
tahun 2024
Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang di dalamnya mengatur tentang Inspektorat

15% 15% pengendalian kecurangan.

. |Pengendalian dan Pengawasan 25% 25% 99%
a. Penanganan Pengaduan 4% 33% 08% 100%
Berkadar Pengawasan

35% 35% |1.Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.

8% 10% (2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait soslalisasl media pelaporan tindak pidana korupsl.
3. Laporan penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara
terbuka ataupun anonim:
> Rekapltulasi Pengaduan memuat materl dan kategorl pengaduan; Inspektorat
> Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesalan Pengaduan, rata-rata waktu
tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan;
yaitu:

10% 10% |> SP4N-LAPOR

5% 5% |>website dan surat elektronik
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Bobot Dokumen/Evidence
No | dl:rea Intervensl / (Pedum — Pedum Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab
ndikator / Sub Indikator 2024) B 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian Keterangan
Bobot | % % April| Juni |Sept| Des

5% 5% |>surat, faksimlll, SMS dan call center

10% 10% [>Whistleblowing system (WBS)

5% 5% |>Media sosial Inspektorat

205 20% 4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematika
sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/ 2023.

b. Probity Audit 33% 33% 100% | 100%

1. Rekapitulasi pelaksanaan probity audit.
2. Laporan Hasi| Probity Audit
> Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasll Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek
Strategis dengan nilai terbesar di Pemda

100% 100% I
> Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap: Perencanaan dan Persiapan, nspektorat
Pemillihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Pemanfaatan (utamakan pada tahap
perencanaan/ persiapan),
Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024.

¢. Pengawasan dalam rangka 33% 33% 100% | 100%
pencegahan korupsi 10% 10% |1.Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS)

10% 10% |2. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB)
3. Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap:
a. Dinas Pendidikan

40% 40% b. Dinas Kesehatan
¢. DPMPTSP
d. Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inspektorat

4. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasl merugikan keuangan daerah:
> Rekapltulasl temuan Inspektorat yang terindikasl merugikan keuangan daerah per 31 Desember

10% 10% 2023
> Tabel tentang capaian tindak lanjut temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan
daerah

20% 20% |5. Laporan Hasil Pemeriksanaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilal terbesar

10% 10% |6. Laporan Hasll Pemeriksanaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial
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Dokumen/Evidence

e Area Intervens! / (:::ot — Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
um
Indikator / Sub Indikator 2020) Target 2028 (Input Jaga.Id) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % Aprll| Juni |Sept| Des
4. |Koordinasl Pencegahan Korupsi 25% 25% 100%
a. Tindak Lanjut SPI 50% 50% 100% | 100%
Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023
50% 50% |1.Rencana Aksl Tindak Lanjut SPI 2023 yang disampalkan Pemda maksimal dikirimkan tgl 30 April
2024 yang disampalkan melalul surat yang ditandangani Sekda. Inspektorat
e S04 2, Laporan atas pelaksanaan/ capalan Rencana Aksl Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampalkan
melalul surat yang ditandangani Sekda.
b. Soslalisasl Antikorups! 50% 50% 100% | 100%
20% 20% 1. Laporan Pelaksanaan Soslallsasl Antlkorupsl dengan sasaran:
a. Legislatif yang mellbatkan unsur: Ketua, Wakll Ketua, Anggota DPRD
20% 20% b. Eksekutif yang mellbatkan unsur: Kepala OPD dan Jajaran (terutama PBJ dan Layanan Publik),
termasuk sosialisasi antikorupsl kepada OPD pengampu area MCP lainnya.
c. Masyarakat Sasaran PBJ dan Layanan Publik (Wali Murld, CSO, Pelaku Usaha, Medla Massa,
10% 10%
Masyarakat Umum).
2. Materl sosialisasl menyampalkan program antikorupsi dan program pencegahan korupsi daerah
yang telah dilaksanakan Pemda:
> Pengenalan Tindak Pidana Korupsi
>SPI dan IPAK Inspektorat
> Capalan dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalul MCP
> Pengelolaan dan Evaluas| Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah.
> Gratifikasi
> Pengaduan masyarakat dan whistleblowing system
3. Pelembagaan Penyuluh Antlkorups! (PAKSI)
10% 10% |a. SK Kepala Daerah tentang p 1| ktorat sebagal sekretariat PAKSI,
20% 20% |b. Sertifikasi minimum 1 orang personil PAKSI oleh ACLC KPK
20% 20% |4. Anggaran soslallsasl antikorupsl.
VI. [MANAJEMEN ASN 12 10.20 | 85%
1. [Tata Kelola ASN 34% 34% 100%
a. Perencanaan & Pemenuhan SDM| g, 25% 100% | 100%
Rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN
30% 30% |1.Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan Jenls Jabatan PNS dan PPPK untuk Jangka
waktu 5 tahun (PP 11 Tahun 2017).
BKPSDM
30% 30% |2. Dokumen usulan formasl kebutuhan PNS dan PPPK yang diusulkan oleh PPK ke Kemenpan RB.
10% 10% |3. Dokumen penetapan formasl CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB.
30% 30% |4.Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.
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A Bobot Dokumen/Evidence
te
No |nd|k;::,';s r;eln‘s’l' :a (Pedum - Pedumm Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab
FENES— 2024) 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian Keterangan
Bobot | % % Aprit| Juni |Sept| Des
b. Evaluasl Jabatan 25% 25% 100% | 100%

Peta Jab & Penyederh Birokrasi

25% 25% |> Daftar Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Pemerintah Daerah dan
Penyesuaian Sistem Kerja
> Peta jabatan berdasarkan Anjab ABK (disusun menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas, dan

25% 25%
kualifikasl).
Evaluasl Jabatan

20% 20% |1. Rekapitulasl OPD yang telah dan belum menyelesalkan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang
belum menyel kan Evaluasi Jab 1)

20% 20% 2. Surat Penyerahan/Tanda Terima/ Bukti Pengiriman Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Bag Organisas|
Kemendagrl (d/h KemenPAN RB) yang ditandatanganl Sekda.

10% 10% |3. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan.
Catatan:
a. Perubahan evaluasl jabatan disesuaikan berdasarkan peraturan Kementrian mengenai struktur
organisasi terbaru/terkini. Jika struktur organisasi pemda berubah maka evajab perlu disesuaikan.
b. Struktur Organisasi Pemda mengacu dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Permenpan 7
Tahun 2022).

c. Sistem Informasl Kepegawalan 5% 25% 100% | 100%

1. Data kepegawalan secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi,

10% 10% [dan kompetensi berbasis teknologi informasl yang dikelola secara update dan reaitime (ex.
SIMPEGNAS), dan
Data pegawai yang akan memasukl masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan Jabatan,

20% 0% pangkat, dan unit kerja.

. 30% 2. Dokumen/ bukti absens! pegawal sudah menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik
terintegrasi dengan system penilaian Kinerja. BKPSDM
3. Penilalan kinerja sudah menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi dan sudah memenuhi

20% 20% unsur:
a. Laporan aktivitas harian ASN.
b. Verifikasi atas aktivitas harlan oleh atasan langsung.

30% 30% (4. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagal pengukuran penilaian kinerja.
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Nilal
Bobot Dokumen/Evidense Komitmen Penyelesalan Penjab
Area Intervensl / Dokumen
(Pedum Torget Pedum SKPD / Baglan Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2034 orge 2024 (input Jaga.Id) 8
Bobot % % April| Junl | Sept| Des
d. Promosi dan Mutas) 25% 25% 100% | 100%
Kebljakan Internal
1% 10% 1. Kebijakan Internal (Pergub/Perbup/Perwall/SK Kepala Daerah) terkalt Pola Karir. BKPSDM
2. Kebljakan Internal (Pergub/Perbup/Perwall/SK Kepala Daerah) tontang mutasl dan promos| ke
10% 10%
JPT, adminlstrator, dan pengawas secara objektif dan transparan (mengacu pada rencana suksesl).
Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Polal F Ian JPT melalul Seloks| Terbuka dan U
Kompetens|
10% 10% |1. Laporan Pelaksanann Penglsian JPT melalul Seleks! Terbuka dan Ujl Kompatens|. (barisi .| Surat
parmohonan seleksl terbuka ke Provinsl bag! Kab/Kota atau ke Pusat bagl Provinsl, SK Tim/Pansel,
Hasll Seleksi, Rekomendasl pelaksanaan ujikom atau seltar darl Instans| barwenang)
2. Surat pernyataan darl PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik BKPSDM
10% 10%
memilikl rekam jejak jabatan yang baik.
5% 5% |3. Tangkep Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggl.
10% 10% |4. Barita Acara Panse! dan berita acara ujlkom beserta dokumen pendukungnya.
5% 5% |5. Rekomendasi hasll seleksl terbuka atau ujl kompetens| dar! Instansi berwenang
Pelaksanaan Promosl dan Mutasi (JA, JP)
1. Laporan Pelaksanaan Pangisian Jabatan Administrator dan pengawas. (berls| a.| Dokumen
A0% 40% |perencanaan promosi dan mutas), kesesualan parsyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola BKPSDM
karir, memperhatikan kebutuhan organisasl, Berita Acara Tim Panilalan Kinerja (Baparjakat), SK
Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan).
. |Peningkatan Integritas dan 33% o %
Pengawasan
a. Manajemen Kinerja 34% 34% 100% 100%
A0% 40% |1. Dokumen Perjanjlan Kinerja/ Penetapan Kontrak Kinerja (untuk JPT)
2. SKP Pegawal mulai darl pucuk pimplnan mengacu kepada:
a. Perencanasan strategis BKPSDM
A0% 40% |b, Perjan|lan kinerja
¢. Organisas| dan tata kerja
d. Uralan jabatan
3. Laporan penilalan kinerja Instansi (LAKIP dan LPPD 2023)
0% 20% BKPSDM/Bag Organisasl
Catatan:
8. Dokumen kontrak kinerja dan SKP tahun berjalan 2024, BKPSDM
b. Laporan penilaian kinerja tahun 2023.
b. Tambahan Penghasilan Pegawal 29% - 100% | 100%
(TeP)
1. Penjelasan berupa simulasi bahwa besaran nilal TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan
10% 10% B, rganisasi
serta memperhatikan beban ker|a, resiko kerja, lokas| kerja, manalerlal, dst % 0rg
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Nilal
Dokumen/Evidence
Bo
Area Intervens! / (Pe:::n - Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab ]
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan
Bobot % % April| Juni | Sept| Des
2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan:
10% 10% |Kehadiran
10% 10% |Aktivitas harian
BKPSDM
10% 10% |Capaian kinerja ASN
10% 2% 3, Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban
pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP.
50% 50% [4. Data realisasi TPP pegawal di tahun berjalan (2024). BKPSDM
c. Tindak Lanjut Reviu Manajemen 3% 7% 3% 100%
ASN
1. Laporan Hasll Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2024. Reviu diutamakan
dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasl, mutasi ASN Inspektorat
(kesesualan dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi).
53% 100%
2. Laporan Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah Fungsl Penunjang Bidang Kepegawaian (BKD/
BKPSDM/ BKPP) atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat pada BKPSDM dan Inspektorat
tahun berjalan.
. |Budaya Antikorupsi 33% 23% 70%
a. Kepatuhan LHKPN 50% 50% 100% 100%
Kepatuhan
20% 20% |1.Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (sesual dengan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait Inspektorat
waljib lapor)
20% 20% |2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif Inspektorat
10% 10% |3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Direktur) Inspektorat
Perluasan Wajib Lapor
25% 25% |1. Perkada/SK Kada perluasan Wajib Lapor yang memuat (Staf Khusus dan Ajudan Kepala Daerah) -
(Nilal 25) Inspektorat
25% 25% |2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus dan Ajudan) - (Nilai 25)
b. Pendidikan Antikorupsi ASN 50% 20% 40% 100%
Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat pelaksanaan pendidikan dan
20% 50% |pelatihan mencakup: BKPSOM danl
a. Materl antikorups! K " pe
20% 50% |b. Dokumentasi keglatan
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Nilai
it . Bobot | Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesalan Penjab
No a Intervensi / (Pedum Pedum Dokumen ) Keterangan
Indikator / Sub Indikator 2000 Target 2028 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan
Bobot % % Aprll| Juni l Sept | Des
VII. |PENGELOLAAN BMD 12 8.40 70%
1. |Pengamanan BMD 25% 17% 68%
a. Database BMD 25% 19% 75% 100%
1. Screenshot menu-menu laporan BMD sesual Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut:
a. Laporan Perolehan/ Penerimaan
b. Laporan penggunaan,
¢. Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang
d. Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang
e. Laporan pemanfaatan;
f. Laporan Reklasifikasi;
g. Laporan Koreksi; BPKD
h. Laporan Penyusutan/ Amortisasi;
i. Laporan Persediaan
|. Laporan Pengamanan
k. Laporan Penghapusan
|. Laporan Barang Milik Daerah;
20% 30% |>Keberadaan Aplikasi
15% 20% |> Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 47 /2021
2. Laporan BMD sesuai format |V.L.4.4 Permendagri 47 Tahun 2021, yang terdiri atas:
a. Persediaan
A% 0N b. Aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) BPKD
c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)
b. Pendanaan dan Sertifikasi BMD 25% 10% a0% | 100%
Pendanaan dan Sertifikasl BMD
1. Timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampal dengan tahun 2025.
15% 15% |2 Dokumen APBD terkait jJumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun Perkim
berjalan)
3, Dokumen terkalt jJumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN
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Nilai
Dokumen/Evidence
Bobot
%o Area Intervensi / (Pedum P Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab ramean
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2034 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan Keterangs
Bobot % % April] Juni |Sept| Des
Capaian Sertifikas! (dilaporkan per triwulan)
1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan
5% 10% (2. Pendaftaran Pengukuran Tanah Perkim
5% 10% |b. Pendaftaran Sertifikasi Tanah
5% 30% (2. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan ki
Perkim
10% 35% |3.Jumlah total bidang BMD-Tanah
c. Penguasaan Fisik BMD 25% 14% 55% 100%
Penguasaan Fislk BMD Tanah
35% 0% 1. Total Daftar Bidang Tanah s
2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak vang tidak berhak,
Penguasaan Fisik BMD Kendaraan
. 4 il
20% so% 1. Total daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) BKD
2. Daftar Kendaraan yang dikuasal oleh pihak yang tidak berhak
d. Penerimaan atas Pemanfaatan 25% 25% 100% | 100%
BMD
1. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan
2. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 Tahun 2021 untuk Target penerimaan ditetapkan berdasarkan
target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan.
100% A00% 'Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dihitung dari BxD
Target Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
3. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD Tahun berjalan.
2. |Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan 25% 14% 58%
a. Rencana Kebutuhan BMD dan 50% 35% 70% | 100%
Laporan BMD
20% 50% |1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan,
2. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester |l tahun ‘sebelumya dan
semester | pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui
pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD), BKD
3. Rekapitulas! Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester || tahun sebelumnya dan
semester | tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalul pejabat
penatausahaan barang (BPKAD/BPAD),
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Nilal
Dokumen/Evidence
Area Intervens| / (:::M —— Dokumen Komitmen Penyelesaian Penjab —
um
Indikator / Sub Indikator 2022) Target 2024 (Input Jaga.ld) SKPD / Bagian
Bobot % % April| Juni |Sept| Des

4, Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester || tahun
sebelumnya dan semester | tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan
barang (BPKAD/BPAD).
5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah.
6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).
1. Semester |l Tahun 2023 BKD

125% | 12.5% |> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan

12.5% 12.5% |> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
2. Semester | Tahun 2024

12.5% | 12.5% |>Ketepatan Waktu Penyelesalan Laporan

12.5% | 12.5% |>Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan.

b. Rekonsiliasi dan Inventarisasi 5% 5% P [
BMD

1. Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsillasi dan Inventarisasi BMD.
2. Adanya Berita Acara Rekonsiliasl (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian:
a. Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan

sio% 0% sekall atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara) BKD
b. Rekonsiliasl pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode

S.0% W% tahun berjalan (Bukti Berita Acara)

100% | 10% |c- Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kall. (Bukti Berita Acara)
3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna

5% = Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
4, Laporan Hasll Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan aPKD

10.0% ai% Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.
S. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesual

la0% 0% kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.
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Nilai
Area Intervens! / Bobot | Dokumen/Evidence Komitmen Penyelesalan b
Pedum Pedum Dokumen Penja
T ———" (zoz:) Bt | 202 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot | % % April| Juni |Sept| Des
. |Penertiban BMD 25% 19% 75%
a. Penertiban BMD 100% 75% 75% | 100%
Database Penertiban PSU, BMD Dikuasal Plhak Ketlga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/
1. Database PSU
a. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda
b. Daftar Perumahan vang PSU-nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda.
2, Database BMD
a. Daftar/Rekapitulasi BMD-Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai
oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan:
>Nama dan Lokasi aset
> Luas dan nilai aset
> Hak Perolehan Aset
5% 20% 1> Pihak ketiga yang menguasal aset

> Kronologis permasalahan
3. Database BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah
a. Database/Data BMD P3D/Pemekaran:
Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi
dengan:
> Nama dan lokasl aset
> Luas dan nilai aset
> Hak Perolehan Aset
> Kronologis permasalahan
> Progress Penertiban/ Penyerahan BPKD
Target Penertiban PSU, BMD Dikuasal Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/
Pemekaran tahun berjalan

a% 4% 1. Target PSU
a. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (harus sudah ada pada triwulan 1)
2. Target BMD dikuasal Pihak ketiga

3% 3%|a. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah
ada padaTW |).
3. Target BMD P3D/Pemekaran yang Barmasalah

3% 3%|a. Target penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran yang akan diselesalkan dl tahun
berjalan (harus sudah ada pada TW |)
Capalan Penertiban Penertiban PSU, BMD Dikuasal Pihak Ketlga, dan BMD Bermasalah Karena
P3D/ Pemekaran
1. Realisas) PSU

20%) 25%|a. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan.
b. Daftar/ rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan
2. Realisasi BMD dikuasai Pihak ketiga
a. Daftar BMD —tanah yang dikuasal pihak ketiga yang berhasil dikuasal kemball oleh Pemda.

30% 3% b. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasal
kembali oleh Pemda.
3, Realisas BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah

10% 0N a. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran.
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Nilal
Dokumen/Evidence
Area Intervensl / Bobot Doku Komitmen Penyelesaian Penjab
No Indikator / Sub Indikato (Pedum Target Pedum okumen e
r 2024) 2024 (Input Jaga.id) SKPD / Bagian
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
4. |Pengendalian dan Pengawasan 25% 20% 80%
a. Tindak Lanjut Temuan BPK 0% 0%
terkait BMD 100% | oo
1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
100% 100% |2.Laporan pengawasan pengendalian BMD. ) IKDldtn
3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut i
lainnya hasil pemeriksaan BPK.
b. Penyalahgunaan BMD 50% 30% 0% | 100%
5% 5% {1.LampiranlLLS (Peralatan dan Mesin) sesual Permendagri 47/2021.
5% S% |2. Lampiren ILL6 (rumah negara/ dinas) sesual Permendagri 47/2021.
3. Rekapitulasi jumiah SKPD/ OPD
4. Pakta Integritas Penggunaan BMD
0% e (tetap dilakukan setiap tahun walaupun tidak ada perubahan fasilitas yang diterima oleh ASN).
S. Dokumentasi dan materi Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan BMD. Sosialisasi
20% 30% |periy dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ASN terkait hak dan kewa|iban atas
Penggunaan BMD. BKD
6. Laporan Hasil Survel Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan BMD dengan minimal nilal
survei kepuasan sebesar 70, mencakup antara lain:
> Substansi Materi
10% s0% |” Penyampalan Materi
> Sarara Prasarana
> Ketepatan Wakty
> Kesempatan Bertanya
2Sarandan Magjan
VIII. |OPTIMALISASI PAJAK 12 9.60 80%
1. [Regulasl, Database, dan Kemudahan | ., 24% 70%
a. Regulasl Pajak Daerah 4% A% 61% | 100%
Regulasl Pajak Daerah
20% 20% |1. Perda ditetapkan tepat waktu
Keterangan: Sesual LU HKPD Th 2022, Psl 187 Huruf B, paling lambat 2 tahun (5 Januari 2024)
2. Perkada Turunan terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan B8KD dan
perundangan yang berlaku (minimal sudah mengatur pedoman pemungutan, NIOP untuk PBBP2, Inspektorat
i s penetapan tahun pengensan PBBP2, Sanksi, minimal perkada terkait juknis/ juklak mata pajak
daerah yang ada di masing-masing daerah)
u% 20% |3. SOP terkait pajak daersh yang ditetapkan Kepala Daerah
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Nilal
Dokumen/Evidence
Area Intervens! / (:::::n e Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab ”
erangan
Indikator / Sub Indikator 2024) Target 2028 (Input Jaga.ld) SKPD / Baglan & ga
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
b. Databas
e Pajak Daerah 33% 33% 100% 100%
Terintegras|
Database Pajak Daerah
25% 1, Tersedlanya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat mellputi Identitas WP, data
25% |objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: BKD
- Manual
- Berbasls elektronik
25% 25% |2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik
2% 25% 3. Pemanfaatan database digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, BKD
Perubahan APBD)
25% 25% |4. Database pajak terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah.
¢. Pembayaran Online 33% 17% 50% | 100%
Pembayaran Online Pajak Daerah
1. Rekap jenis pajak daerah yang sudah tersedia fasilitas kemudahan pembayaran online.
50% 100% |2. SOP pembayaran pajak secara online dengan lembaga perbankan. BKD
3. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara
keseluruhan (online dan offline ).
. |Peningkatan Pajak Daerah 33% 33% 100%
a. Implementasl Inovasi Pajak 50% 50% 100% | 100%
Daerah
1. Laporan Iinovasl pajak daerah yang ditandatangi oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala
Daerah yang memuat:
1. Latar belakang dan permasalahan
2. Tujuan inovasl
0% 40% |3. Waktu pelaksanaan inovasi
4, Manfaat dari Inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah balk secara kuantatif BKD
maupun kualitatif
5. Dokumentasi pelaksanaan Inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan
adanya Inovasi
60% 60% |2.Peningkatan Pajak Setelah Inovasi
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Nilal
Bobot Dokumen/Evidence
mdl:‘rea Ints:rvensl / (Pedum Tareat ey Dokumen Komitmen Penyelesalan Penjab
tor / Sub Indikator 2024) arge! 2028 (Input Jaga.id) SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % % April| Junl |Sept| Des
b. Capalan Kinerja Pajak Daerah 50% 50% 100% | 100%

Capalan Kinerja Pajak Daerah

60% 60% |1 Target Pajak APBD Tahun berjalan.

BKD
2. Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan.

Capalan Penagihan Plutang Pajak daerah

1. Laporan upaya penaglhan plutang pajak daerah Kategorl Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang
memuat .

a. Penyampalan tagihan
20% 20% b. Pemberian waktu pembayaran
c. Pemberian surat Pemberitahuan
d. Pemeriksaan lapangan
e. Pemberian sanksl
f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun KeJaksaan)
Rekonsiliasi dan Pelaporan
2. Capalan realisasi hasil penagihan pajak Kategorl Tidak Lancar, Diragukan dan Macet

BKD

200 20% Keterangan:

) (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Th Anggaran 2023, | Ika laporan Audit BPK
terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP)
Buku | Laporan BPK

Pengendalian dan Pengawasan 33% 23% 70%

a. Pengendalian dan Pengawasan
Paiak Daerah

Pengawasan Pajak Daerah
1. SOP pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Laporan pelak an dan hasil peng

10% 10%

dallan dan pengawasan pajak daerah, antara lain

mencakup (tidak terbatas) pada:

a. Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan

20% 20% |b. Pemberian sanksi administrasi atau pldana.

¢. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst

d. Pemberian sanksl administrasl atau pidana kepada Waj|b Pajak yang melanggar ketentuan
e. Kendala, hambatan, evaluasl

BKD

70% 70% |Efektivitas pengendallan dan pengawasan pajak daerah
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Nilai
Dokumen/Evidence X
omitmen Penyelesalan
Area Intervens! / :::“ S Dokumen nye Penjab Keterangan
indikator / Sub Indikator (Pedum|  yarger N (Input Jaga.ld) SKPD / Bagian
2024) 02/
Bobot % % April| Juni |Sept| Des
b. Reviu Pajak Daerah 50% 20% a0% | 100%
Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup:
2. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah.
b. Penguatan database pajak daerah.
20% S0% |c. Inovasi dan Ppeningkatan pajak daerah. Inspektorat
d. Upaya penagihan pajak daerah.
e. Pengawasan dan Pemeriksaan Waijib Pajak.
Tindak Lanjut Reviu
a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisasi Pajak Daerah vang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. BKD
20% 50%
b. Capaian % TL Reviu Optimalisasi Pajak Daerah vang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, Inspektorat
TOTAL NILAI 100 87,0 | 85,0% A /
ras

" - dau xompagar Ay,
ttd.

“IVPAM A YUDHA KURNIA
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Nilal
Dokumen/Evidence
Area Intervensi / Bobot i
No (Pedu Pedum Dokumen
Indlkator / Sub Indikator ZOZGI)“ Target 2024 (Input Jaga.ld) Penyelesalan Penjab
ut Jaga,
SKPD / Baglan Keterangan
Bobot % %
April| Juni | Sept | Des
b. Reviu Pajak Daerah 50% 20% 100%
Reviu Optimalisasi Pajak Daerah vang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup: ’
a. Kebljakan/ regulasi vang mendorong optimallsasi pajak daerah. '
b. Penguatan database pajak daerah,
20% 50% |c. Inovasidan Ppeningkatan pajak daerah.
d. Upaya penagihan pajak daerah. Inepektorat
e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajlb Pajak.
Tindak Lanjut Reviu
20% S a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisas| Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, BKD ’
b. Capalan % TL Reviu Optimalisas| Pajak Daerah vang dilaksanakan tahun 2023 atay 2024.
Inspektorat ,
TOTALNILAI 100 87.0 85.0%)
PARAF HIERARKI PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,
SEKRETANIS
DAERAH
ASISTEN (A1 ttd °
INSPEXTUR JP
KEPALA BAG| d
“ux:‘:‘ N - LUSAPTA YUDHA KURNIA
Catatan:

> Nilal dalam pedum adalah prosentase nilal setiap Dokumen / Evidence dalam mencapal (terhadap) nilai Sub Indikator yang ditetapkan dalam Pedum.
> Status Dokumen

Dokumen telah diverifikas! oleh verifikator MCP dengan nilai 2 90 % atau dengan nilai maksimal (tertinggi) yang telah ditetapkan pada masing - masing evidence

Kondis| dokumen :

- Dokumen sudah ada dan masih berada pada SKPA/BIro Penjab Dokumen.
- Dokumen sudah ada dan sudah diserahkan pada admin MCP KPK dli Inspektorat tetapi belum di-upload

- Dokumen sudah di-upload tetapl belum diverifikas oleh verifikator MCP KPK.

- Dokumen sudah di-upload dan sudah diverifikasi oleh verifikator MCP KPK tetapi nilainya < 90 % (belum nilal tertinggi)

Dokumen belum ada






